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BAB I 

PENDAHULUAN   

1.1.Latar Belakang 

    Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999), bahwa korupsi merupakan 

kejahatan khusus yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian 

negara,serta menghambat pembangunan nasional. Menurut Badan Pusat Statistik 

dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada 

2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

(Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012–2025 dan jangka menengah tahun 

2012–2014. 

   Pada 2018, Stranas PPK tersebut disempurnakan menjadi Strategi Nasional 

Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan 

Korupsi. Stranas PK memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan 

pencegahan korupsi. Dengan demikian pencegahan korupsi dapat dilaksanakan 

dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung. Indeks Perilaku Anti 

Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka 

ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92. Nilai indeks semakin 

mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, 

sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa 

masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. 

   Korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar 

norma-norma yang berlaku dengan menggunakan atau menyalahgunakan 

kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan 

penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada 

kegiatan penerimaan dan/ atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan 

uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan 

keuntungan pribadi atau golongannya sehing langsung atau tidak langsung 
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merugikan kepentingan dan keuangan negara bahkan masyarakat (Dwina Putri, 

2021). 

  Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai antikorupsi sejak dini 

(anakanak) diharapkan individu memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk 

lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-paktik korupsi. Terdapat 

9 (sembilan) nilai antikorupsi yang dirumuskan oleh KPK. Sembilan nilai tersebut 

adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, 

dan sederhana (badan pusat statistik, n.d.). Oleh sebab itu, pencegahan terhadap 

tindakan korupsi dapat dilakukan dalam dunia pendidikan khususnya dalam 

Perguruan Tinggi. 

   Kasus korupsi sampai dengan tahun ini kian marak, terjadi penangkapan tindak 

pidana korupsi di indonesia. Salah satunya dikabupaten labuhanbatu, terjadi 

tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 5.019.832.500,00 (Lima 

Miliar Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus 

Rupiah). Kapolres Labuhanbatu AKBP Anhar Arlia Rangkuti melalui AKP Rusdi 

mengatakan, lima dari enam orang tersangka adalah pejabat dan staf di Sekretariat 

DPRD Labuhanbatu. Satu orang lainnya merupakan pihak swasta, namun telah 

meninggal dunia. Para tersangka, lanjut AKP Rusdi, saat ini telah ditahan. Satu 

tersangka ditahan pada 2021 silam, dan empat tersangka lainnya ditahan pada 

Senin, 14 November 2022, lalu. Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) Subsider 

Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang 

Perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. 

     Korupsi merupakan sebuah isu yang telah ada dari sejak jaman dahulu bahkan 

hingga saat ini dan selalu terjadi di banyak negara, pada saat ini korupsi kembali 

menempati pusat perhatian ketika melibatkan sumber daya alam yang krusial bagi 

keberlangsungan lingkungan. Baru-baru ini Indonesia telah digemparkan dengan 

kasus korupsi tambang timah, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, 

tetapi juga berdampak besar pada lingkungan hidup. Mencapai kerugian sebesar 

Rp 271 triliun akibat korupsi di sektor tambang timah, merupakan sebuah angka 

yang mencengangkan. Namun, lebih dari sekadar angka, yang patut menjadi 
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sorotan adalah dampak nyata yang dirasakan oleh lingkungan hidup dan 

masyarakat sekitarnya. Korupsi tambang timah tidak hanya mencuri sumber daya 

alam yang seharusnya menjadi kekayaan bersama, tetapi juga mencuri kesehatan 

dan kehidupan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Korupsi 

tambang timah, dalam kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 

(TINS) periode 2015-2022, telah menjadi dampak negatif bagi lingkungan 

khususnya bagi lingkungan sekitar terdekat dari tempat pertambangan timah 

tersebut. Menurut ahli 218 lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), 

Bambang Hero Saharjo, kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung (Babel) 

mencapai Rp271 triliun, termasuk kerugian dalam kawasan hutan dan 

nonkawasan hutan. Kasus korupsi kali ini mellibatkan banyak penyelenggara 

negara atau pegawai negara dan para pebisnis hingga suami selebriti, jika kita 

melihat bahwa posisi dari PT. Timah ini adalah sebuah badan usaha milik negara 

yang artinya menjadi pendapatan negara pula. 

    Kasus ini bermula di tahun 2018 sampai 2019, Harvey dengan Mochtar Riza 

Pahlevi Tabrani (MRPP) alias RS melakukan tindakan kerja sama dengan para 

penambang ilegal disekitar PT Timah, mereka membuat agar para penambang 

tersebut tidak diperhatikan oleh pemerintah dengan cara melakukan bantuan 

dengan memberikan akomodasi terhadap seluruh kegiatan daari pertambangan 

ilegal tersebut dengan cara yang mereka lakukan ini mereka melakukan tindakan 

korupsi. Setelah melakukan kerja sama akhirnya timbullah kesepakatan dengan 

para penambang ilegal tersebut dengan cara melakukan cover sewa menyewa 

peralatan processing peleburan timah. Tindakan yang mereka lakukan ini sangat 

merugikan negara karena dengan adanya pertambangan ilegal mereka tidak akan 

bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh penambang ilegal 

tersebut sehingga jika kita melihat bahwa yang paling dirugikan dalam korupsi 

kali ini adalah lingkungan yang hancur akibat aktivitas dari penambang ilegal 

tersebut lalu dengan disewakannya alat untuk processing timah tersebut para 

penambang ilegal menjual hasil nya kedalam PT. Timah dengan harga yang 

mahal. Setelah berhasil melakukan kerja sama dengan penambang ilegal di sekitar 

PT. Timah. 
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    Tersangka Harvey Moeis melanjutkan rencanaya untuk membuat bisnis 

tersebut lebih besar dan menguntungkan dengan cara menghubungi beberapa 

smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut dalam 

melakukan tindakan penambangan ilegal yang dilakukan di daerah PT. Timah 

tersebut dengan beberapa smelter pertambangan yang mengikuti rencana tersebut 

membuat bisnis tersebut menjadi lebih masif dalam melakukan penambangan 

ilegal. Setelah terjadinya kerja sama denga beberapa pihak smelter tersebut 

dengan bisnis yang dilakukan tersangka tersebut meminta kepada para pihak 

smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan dari 

melakukan penambangan ilegal di PT. Timah untuk diberikan kepadanya. 

    Keuntungan yang diberikan oleh pihak smelter tersebut diberikan kepada pihak 

tersangka dengan cara memberikan seolah-olah dana tersebut merupakan dana 

corporate social responbility yaitu CSR, dengan cara ini hasil dari keuntungan dari 

penambangan ilegal tersebut dapat berada ditangan para tersangka, dalam 

melakukan pemberian CSR atau hasil dari keuntungan penambangan ilegal 

tersebut difasilitasi oleh PT. QSE yang dimanajeri oleh Helena Lim yang menjadi 

tersangka pula, PT. QSE ini merupakan perusahaan pertukaran uang, sehingga 

uang yang didapatkan oleh para tersangka lainnya seakan-akan uang yang sah 

dalam hal ini para tersangka dengan keuntungan yang dihasilkan dari korupsi 

dilakukan lagi tindakan pidana pencucian uang dengan membuat seakan-akan 

uang tersebut didapatkan secara legal (Mahendra et al., 2024). 

   Oleh sebab itu, perlu adanya penanaman nilai anti korupsi dalam membentuk 

nilai karakter seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nilai karakter merupakan 

nilai perilaku seseorang yang mendasar dalam membangun pribadi untuk 

menentukan pikiran dan tindakan. Pendidikan karakter menjadi hal yang penting 

dalam lembaga Pendidikan. Eksistensi pendidikan karakter dalam lembaga 

Pendidikan sangat diharapkan dan sangat penting. Hal tersebut karena karakter 

dapat mengarahkan dan menentukan seseorang untuk mau bertanggung jawab 

terhadap apa yang dilakukan dan menghargai hak-hal orang lain. Menyangkut 

dengan kasus tindak pidana korupsi dan mengenai dengan pentingnya pendidikan 

karakter maka dari itu dilahirkan mata kuliah yang fokus terkait dengan 

pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan karakter 
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yang akan mengarahkan mahasiswa untuk berkarakter yang berani, jujur, 

bertanggung jawab dalam menjalankan dunia pekerjaan setelah lulus dari 

perguruan tinggi. Dengan adanya pendidikan anti korupsi merupaka salah satu 

turunan pendidikan karakter dalam basis melahirkan mahasiswa unggul dalam 

membentuk karakter yang mempunyai keadaan mental yang kuat, kekuatan yang 

tidak mudah terpengaruh dan gampang menyerah  (Made Kharisma Putri, 2023). 

      Korupsi bisa terjadi bahkan didalam dunia pendidikan, seperti contohnya 

mahasiswa yang datang terlambat, tidak masuk ketika jam pelajaran berlangsung, 

mencontek temannya ketika sedang mengerjakan tugas atau pada saat ujian, 

bolos/titip absen, dan lain-lain. Itu merupakan beberapa contoh korupsi yang 

terjadi selain dalam bentuk barang ataupun uang. Dengan penanaman nilai-nilai 

Pendidikan Anti Korupsi diharapkan bisa membentuk karakter yang bermoral 

serta membangun karakter agar tidak melakukan tindak korupsi dan memiliki 

kesadaran tentang bahaya tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi dapat 

dilaksanakan dalam pendidikan baik formal, in formal, maupun nun-formal. 

Beberapa negara seperti Kazakhstann, Republik Kyrgya, Uzbekistan, pelatihan 

antikorupsi dimasukkan dalam kurikulum pengembangan profesional (OECD, 

2015: 66) dalam buku (Dr. Sumaryati et al., 2019). Kebijakan pelaksanaan 

pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia, tertuang 

dalam Intruksi Presiden No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 

Korupsi. Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi 

(Wibowo, 2013: 38) dalam buku (Dr. Sumaryati et al., 2019). Pendidikan 

antikorupsi bukan sekedar mentransfer pengetahuan, namun menekankan pada 

upaya pembentukan karakter dan kesadaran moral untuk menghindari perilaku 

korupsi. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang 

cukup tentang korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilainilai anti 

korupsi. 

   Diharapkan melalui mata kuliah Pendidikan Anti korupsi ini terutama bagi 

mahasiswa di perguruan tinggi dapat menanamkan sikap teladan dalam kehidupan 

sehari-hari. Pendidikan anti korupsi memiliki peran dalam mengatasi korupsi 

walaupun hanya dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti berharap dengan adanya 
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pembelajaran mata kuliah anti korupsi ini pada mahasiswa/i bisa merubah sifat 

yang telah terjadi yang tanpa disadari,guna nya mata kuliah ini  sangat penting 

agar kita selalu ingat bahwa korupsi itu tidak dibenarkan dalam kehidupan sehari-

hari,dan peneliti berharap agar tidak ada terjadi lagi kurupsi dalam kehidupan 

sehari-hari,baik korupsi waktu maupun uang. Pendidikan Antikorupsi ini juga bisa 

diajarkan dengan pola pembiasaan berkata jujur, lebih mendalamkan ilmu agama, 

dan menanamkan rasa menghargai kepada orang lain. 

   Dalam Pendidikan Anti Korupsi terdapat 9 nilai dimana nilai ini merupakan 

nilai yang dikenalkan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Kesembilan 

nilai ini antara lain Jujur, Peduli, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Mandiri, 

Sederhana, Berani. Disiplin, dan Adil. Hal sederhana yang bisa diterapkan seperti 

pengenalan perilaku yang baik dan tidak baik, perilaku yang benar dan yang salah 

sehingga terbangun pondasi yang kokoh di diri masing-masing mahasiswa 

tersebut. Dalam pelaksanaannya masih memiliki beberapa kendala, yaitu sebagian 

mahasiswa yang menganggap pendidikan anti korupsi ini merupakan 

pembelajaran yang sia-sia karena tidak dapat menjamin kedepannya seseorang 

tidak akan melakukan korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan 

budaya antikorupsi dan mendorong masyarakat dapat berperan serta aktif dalam 

upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, membangun karakter agar tidak 

melakukan korupsi sejak dini(Dr. Sumaryati et al., 2019). Oleh karena itu, 

pendidikan anti korupsi bertujuan sebagai landasan mahasiswa/i untuk tidak 

melakukan tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Menurut Azra (2006: 8) dalam 

buku (Dr. Sumaryati et al., 2019). 

    Pendidikan Anti korupsi merupakan upaya reformasi kultur politik melalui 

sistem pendidikan untuk melakukan perubahan kultural yang berkelanjutan. 

Pertama, Mencontek atau mencontoh yaitu suatu perbuatan meniru atau menjiplak 

(Sugiono, 2008: 294) dalam buku (Dr. Sumaryati et al., 2019). Adapun yang 

dimaksud disini ialah menirukan sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan 

dalam kondisi tertentu, yaitu ketika ujian berlangsung bagi mahasiswa atau 

semacamnya. Kedua, mengikuti proses belajar mengajar tidak tepat pada waktu 

sesuai yang tertera pada jadwal perkuliahan (telat atau terlambat) (sugiono, 2008: 

1477) dalam buku (Dr. Sumaryati et al., 2019). Ketiga, plagiat yaitu 
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memperbanyak hasil karya orang lain, tanpa sepengetahuan orang tersebut atau 

tidak mencantumkan sumber utama dari apa yang dibuat, sebagai contoh dalam 

hal pembuatan tugas atau makalah atau sejenisnya. Keempat, menitip absensi 

kehadiran, yaitu suatu perbuatan memanipulasi atau berbohong atas kehadiran 

dirinya dalam mengikuti proses belajar mengajar yang pada hakikanya mahasiswa 

yang bersangkutan tidak pernah atau tidak berada atau tidak mengikuti proses 

pembelajaran pada waktu yang telah ditentukan tersebut. 

   Hal yang paling utama bahwa pendidikan tersebut diberikan sebagai 

pembekalan mahasiswa tentang pengetahuannya sekaligus dapat 

menstransformasikan mahasiswa sebagai orang Anti Korupsi yang memiliki 

kompetensi dan moral yang tinggi. Kompetensi dan komitmen ini kemudian di 

transformasikan lagi ke dalam bentuk nilai dan gerakan Anti Korupsi kepada 

masyarakat dan para generasi dibawa. Penanaman nilai anti korupsi di kemudian 

hari akan bermanfaat bagi yang menerapkan nilai anti korupsi. Karena dapat 

mencegah tindakan korupsi sekecil apapun di kemudian hari yang akan 

mendatang.  Diharapkan dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dapat 

memahami pentingnya nilai anti korupsi terutama dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun pada kenyataannya, masih banyak tindakan korupsi yang tanpa disadari 

khususnya bagi mahasiswa yaitu dengan datang terlambat dikelas, mencontek 

temannya pada saat mengerjakan tugas atau ujian bahkan dalam pembuatan tugas 

atau makalah. 

   Didalam pendidikan anti korupsi banyak makna yang perlu dikutip dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama bagi para mahasiswa yang saya teliti,dikarenakan 

banyaknya hal kecil yang tanpa disadari bisa menyebabkan pelanggaran dalam 

korupsi. Salah satu contohnya yaitu dari pembayaran uang kuliah SPP dan ujian 

yang mana beberapa oknum mahasiswa/i melakukan pembayarannya meminta 

uang lebih kepada orang tua dari jumlah yang sebenarnya,dan ada juga terlambat 

hadir  dalam pembelajaran mata kuliah yang sedang berlangsung,dan lain 

sebagainya. Masalah masalah kecil inilah yang tanpa kita sadari menyebabkan 

korupsi itu terus aktif dan selalu terbawa bawa ke masa yang akan datang. 

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Nilai Karakter 
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Jujur (Studi kasus mahasiswa/i semester III PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Labuhanbatu)”.  

 

1.2.Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementaasi Pendidikan Anti Korupsi 

Terhadap Nilai Karakter Jujur (studi kasus mahasiswa/i PPKn semester III 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhanbatu? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian tersebut 

adalah: 

  Untuk mengetahui Bagaimana Implementaasi Pendidikan Anti Korupsi 

Terhadap Nilai Karakter Jujur (studi kasus mahasiswa/i PPKn semester III 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhanbatu. 

 

1.4.Fokus Penelitian 

  Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah: Penerapan Mata Kuliah 

Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Nilai Karakter Jujur (studi kasus mahasiswa 

semester III PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Labuhanbatu) 

 

1.5.Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian  

Ini memberikan kesempatan bagi para peneliti untuk mendapatkan 

pengetahuan secara langsung dari lapangan dan mempraktikkan teknik 

penulisan ilmiah. 
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b. Perguruan Tinggi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh institusi akademik 

untuk memasukkan referensi sebagai informasi latar belakang untuk 

penelitian selajutnya yang mendalam. 

c. Peneliti Berikutnya 

Bagi penelitian berikutnya, sebagai bahan acuan, referensi dan 

perbandingan untuk penelitian sejenis 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan kontribusi 

bagi para mahasiswa pada umumnya, terutama bagi mahasiswa 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester III Universitas 

Labuhanbatu dan ilmu bagi pembaca guna menambah wawasan dan 

pengetahuan serta informasi yang disampaikan tersebut tersampaikan 

dengan baik. 

b. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa sebagai subjek penelitian, diharapkan dapat memperoleh 

pengalaman mengenai pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi dalam 

kehidupan sehari-hari. Sehingga pemahaman mahasiswa dalam 

menerapkan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi dapat meningkat. 

c. Bagi Program studi 

Dapat memberikan informasi mengenai mata kuliah Pendidikan nti 

Korupsi dalam meningkatkan penerapan pemahaman mahasiswa 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

 

 

 

 


